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ABSTRAK

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang serius yang
sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Sering sekali anak menjadi korban dari
perbuatan yang tidak beradab. Lebih lengkapnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian terkait hak-hak korban
kejahatan seksual terhadap anak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini
merupakan tanggung jawab pemerintah untuk melindungi dan memberikan hak-
haknya melalui putusan Pengadilan Negeri Bantul. Dari sinilah penyusun tertarik
untuk meneliti apakah Pengadilan Negeri Bantul memenuhi hak-hak anak korban
kejahatan seksual didalam putusan sesuai dengan undang-undang perlindungan anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian
lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Pengadilan Negeri
Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Arum Dalu dan berupa data yang didapat melalui wawancara dan informasi dari
P2TP2A Arum dalu yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta
arsip-arsip yang ada di Pengadilan Negeri Bantul. Pendekatan yang digunakan
pendekatan yuridis empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang
diimplementasikan dalam pemenuhan hak-hak korban.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya perlindungan hukum
berupa pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak
ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan
Anak dan dilaksanakan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi belum dilaksanakan,
namun ke setiap hak tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri
Bantul. adapun yang sudah sesuai dan dilaksanakan, meliputi: pemberian
perlindungan dan pendampingan pada setiap pemeriksaan, persidangan yang
dilakukan secara tertutup dan sesuai proses persidangan khusus anak, edukasi tentang
kesehatan reproduksi, edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial,
pendampingan psikososial, dan penyediaan rumah aman (shelter). Sedangkan yang
sesuai tetapi tidak dilaksanakan, meliputi: edukasi nilai agama, dan restitusi
berdasarkan putusan pengadilan.

Kata kunci : hak korban, tindak pidana kejahatan seksual, anak sebagai korban.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan dididik sesuai
dengan potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak
bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi suatu titipan dari Tuhan
yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian
tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pribadi
atau antara manusia, tetapi juga tanggung jawab transendental antara manusia
dengan Tuhan.’

Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan secara
berkelanjutan, agar hak-hak anak tidak terenggut dan kelak dapat berpartisipasi
secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Upaya perlindungan anak
ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak, yang berbunyi:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang,

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.”

! Supeno Hadi, Kriminalisasi Anak, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010),
him. 24.



Ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak
bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai
kesejahteraan anak itu sendiri. Mengingat banyaknya kejahatan seksual yang
terjadi pada saat ini, meskipun sebenarnya kejahatan seksual telah ada sejak
dahulu dan sampai sekarang pun masih menyelimuti keberadaan manusia di
seluruh negara termasuk di Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan sosial
patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah
sosial. Selain itu, kejahatan ini mempunyai pengaruh yang besar, tidak hanya pada
pelaku dan korban, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kejahatan seksual
adalah anak dibawah umur, sebab anak sebagai generasi penerus pembangunan
dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami kejahatan
seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan
berkembang secara wajar. Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak
dibawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya
terhadap anak tersebut. Dampak psikologis terhadap anak akan melahirkan trauma
berkepanjangan yang melahirkan sikap tidak sehat, seperti halnya minder, takut
yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya menjadikan
keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kejahatan fisik dan sosial yang
akan dialami anak setelah kejahatan seksual itu terjadi.

Berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang muncul
kepermukaan, ternyata kini telah menyeluruh keseluruh lapisan masyarakat, baik

di kota-kota besar maupun di kota-kota kecil. Salah satu daerah di DI. Yogyakarta



yang termasuk banyak terjadi kasus kejahatan seksual adalah Kabupaten Bantul.
Kasus-Kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat
kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak
dibawah umur. Sebagai contoh:

Kasus kejahatan yang terjadi di Bambanglipuro tahun 2015, dimana
seorang anak yang masih duduk dibangku Taman Kanak-Kanak (TK), berumur
lima tahun yang dicabuli oleh kakek-kakek berusis 80 tahun yang tidak lain
adalah tetangganya sendiri.?

Jika melihat kuantitas kasus tentang anak semakin hari tidak semakin
mengurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini menjadi permasalahan bersama
bagi orang tua atau keluarga, masyarakat juga pemerintah. Untuk itu penegakan
hukum terhadap korban tindak pidana kejahatan seksual khususnya terhadap anak
perlu dikaji karena menyangkut kesejahteraan anak dan merupakan hak setiap
anak. Kenyataan di masyarakat masih sering ditemui, dimana seorang anak yang
telah menjadi korban kejahatan seksual tidak mendapatkan haknya secara penuh,
baik dari rehabilitasi (immaterial) terhadap anak tersebut maupun dari segi ganti
rugi (materiil).

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling
menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperloeh perlindungan
sebanyak yang diberikan oleh undang-undang. Akibatnya, pada saat pelaku
kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan

seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan

2 “Kakek 80 Tahun Cabuli Bocah TK”, Koran Harian Jogja, Rabu, Tanggal 18 Maret
2015.



penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan
saja, tetapi juga korban kejahatan.> Maka dari itu, perlindungan korban dalam
peradilan pidana menurut ketentuan hukum positif berusaha dikritik dari segi
pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan
dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.’

Potret kejahatan seksual terhadap anak saat ini memang membuat
gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan  peradaban.
Perkembangannyapun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara
substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban
kejahatan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 ayat 1, yaitu sebagai berikut:

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya

berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan

khusus kepada anak.”

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 menyebutkan bahwa
pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi
perempuan dan anak korban kejahatan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut

Kabupaten Bantul yang menjadi lokasi penelitian ini mewujudkannya melalui

® Dikdik M. Arief Mansur, dkk., Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara

Norma Dan Realita, (Jakarta: PT Raja Grafindo), him. 24.

* Maya Indah, Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi,
(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), him. 134.

® Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



pembentukan Badan Ketahanan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan
Keluarga Berencana (BKKPPKB). Dimana dalam badan tersebut terdapat
P2TP2A, yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
Arum Dalu yang salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak
sebagai korban kejahatan seksual. Lembaga ini, mendampingi korban dari awal
penuntutan sampai putusan pengadilan, dan pendampingan pelaksanaan isi dari
putusan pengadilan yang merupakan hak-hak bagi korban.

Demikian juga kasus yang ditangani Pengadilan Negeri Bantul, untuk
kasus kejahatan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan. Bahkan,
melihat banyaknya kasus kejahatan seksual yang ada di DI. Yogyakarta,
khususnya daerah Bantul yang paling banyak terjadi kejahatan ini. Sebenarnya
kasus kejahatan seksual terhadap anak banyak menimbulkan kesulitan
penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap
penjatuhan putusan hingga ke pelaksanaan putusan.® Dimana banyak hak-hak
bagi korban yang belum diberikan.

Sudah tepat apabila hak-hak korban tersebut diberikan berdasarkan asas-
asas, perlindungan, rasa aman, atas keadilan dan penghormatan atas harkat dan
martabat manusia. Dalam tindak pidana dengan kejahatan seksual dan
pelanggaran HAM berat seorang korban juga berhak mendapatkan bantuan medis

dan rehabilitasi psikososial serta restitusi dan/atau rehabilitasi.’

® Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya,
(Jakarta:Sinar Grafika, 1996), him. 81.

" Muhadar, dkk., Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana,
(Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), him. 200.



Dari hal-hal yang telah dipaparkan diatas maka penyusun tertarik untuk
mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi
mengenai: “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kejahatan

Seksual Di Pengadilan Negeri Bantul”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
dapat penyusun sampaikan hal yang menjadi pokok permasalahan dalam
penelitian, yaitu:
Apakah hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual telah dipenuhi

di Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan
dan kegunaan dari penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui apakah hak-hak anak sebagai korban kejahatan
seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul.
b. Untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis sejauh mana
hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam

pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.



2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca terkait
pemenuhan hak korban dalam tindak pidana kejahatan seksual
dalam Putusan Pengadilan.

b. Secara Praktis, penelitian ini dapat memberi kontribusi pemikiran
dalam bidang hukum pidana menyangkut pemenuhan hak korban
dalam tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dalam
Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan agar dijadikan bahan
pertimbangan bagi masyarakat yang akan menyelesaikan perkara

kejahatan seksual anak di Pengadilan.

D. Telaah Pustaka
Meningkatnya kasus kejahatan seksual membuat prihatin serta kecemasan
banyak pihak. Tidak hanya pihak keluarga, masyarakat, lembaga swasta dan
negara/ pemerintahan, serta dari kalangan akademisi. Hal ini terlihat dari
banyaknya kontribusi berupa penelitian atau penulisannya terkait hak-hak anak
sebagai korban kejahatan seksual. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka,
ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul

penelitian ini seperti akan diuari di bawah ini.



Skripsi yang disusun oleh Muhammad Isa Mubarog dengan judul
“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
merupakan skripsi yang relevan dengan topic ini.”® Skripsi ini membahas tentang
perlindungan hukum bagi korban perspektif hukum islam dan hukum positif,
dimana dalam skripsi ini lebih kepada membandingkan antara hukum islam dan
hukum positif dalam memberikan perlindungan bagi korban kejahatan. Namun
didalam penelitian ini lebih banyak membahas dari segi hukum islamnya, dari
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 hanya dibahas secara sekilas. Selain itu,
dalam skripsi ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan, tanpa melihat
langsung keadaan yang ada di lapangan serta masih menggunakan Undang-
Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang lama. Sedangkan penelitian yang
dilakukan oleh penyusun lebih kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban
kejahatan seksual pada putusan pengadilan serta pelaksanaan putusannya.

Skripsi lain yang relevan adalah skripsi yang disusun oleh Arifah dengan
judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual
(Studi Kasus di Polda DIY)”.? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah anak sebagai korban pelecehan seksual telah mendapatkan

perlindungan hukum dan apakah kendala-kendala yang dialami korban ketika

® Muhammad Isa Mubarog “Perlindungan Hukum terhadap Korban Perspektif Hukum
Islam dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Skripsi, Program Studi Al-Ahwal al-Asyakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2011.

% Arifah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual
(Studi Kasus di Polda DIY)”, Skripsi, “Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.



melaporkan tindak kejahatan yang dialaminya. Dalam skripsi ini melihat
banyaknya korban pelecehan seksual yang terjadi pada anak dengan banyaknya
laporan kejahatan yang masuk ke Polda DIY. Sedangkan penelitian yang akan
dilakukan penyusun lebih kepada pemenuhan hak-hak anak sebagai korban
kejahatan seksual dipenuhi didalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul.

Skripsi yang disusun oleh Naelul Azizah yang berjudul “Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual (Menurut Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”.'° Dalam skripsi ini
memaparkan tentang perlindungan anak sebagai korban pelecehan seksual dengan
mengkaitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dimana penelitian yang
dilakukan hanya library research, tanpa melihat korban anak yang ada di
lapangan. Jadi tujuan dari skripsi ini hanya menekankan pemberlakuan
perlindungan anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menerangkan
mengenai hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan
Pengadilan serta pelaksanaan/ pendampingan terkait hak-hak ini dilaksanakan
sesuai peundang-undangan. Sekaligus dalam penelitian oleh penyusun telah
menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Skripsi yang disusun oleh Vina Kartikasari yang berjudul “Tinjauan

Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

1% Naelul Azizah, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan
Seksual (Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)”, Skripsi,
Program Studi [lmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
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Tindak Pidana Perkosaan”.** Dalam skripsi ini memaparkan permasalahan tentang
urgensi perlunya perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak
pidana perkosaan, selanjutnya bagaimana perlindungan hukum terhadap anak
yang menjadi korban tindak pidana perkosaan. Berdasarkan hasil penelitiannya
diperoleh bahwa anak membutuhkan perlindungan hukum serta upaya yang
diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dengan adanya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan
penelitian ini dengan penyusun terletak pada pemenuhan hak-hak anak sebagai
korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan pengadilan, serta adanya
pendampingan bagi anak sebagai korban untuk mendapatkan hak-haknya setelah
adanya putusan.

Tesis yang disusun oleh Ira Dwiati yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”.'? Adapun
permasalahan dan tujuan penelitian dalam tesis ini yaitu mengetahui ide dasar
perlindungan terhadap korban perkosaan, mengetahui perlakuan terhadap korban
perkosaan selama proses peradilan berlangsung, serta mengetahui upaya-upaya
yang dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban perkosaan.
Dimana ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan

(tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun upaya

! Vina Kartikasari, “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan™, Skripsi, Program Studi llmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2013.

2 Ira Dwiati, “Sistem Peradilan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan
Dalam Peradilan Pidana”, Tesis, Program Studi Magister IImu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro Semarang, 2007.
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represif yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, seperti
pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat
membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara
memadai, proses pemeriksaan, dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan.
Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penyusun lebih menerangkan
mengenai hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan
Pengadilan serta pelaksanaan/ pendampingan terkait hak-hak ini dilaksanakan

sesuai peundang-undangan. Dengan demikian, menurut penyusun

E. Kerangka Teoretik

Dalam membahas pemenuhan hak-hak terhadap anak korban kejahatan
seksual tidak dapat dilepaskan dari perlindungan terhadap anak sebagai korban.
Dalam memberikan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan dan
berpatokan pada asas-asas serta tujuan perlindungan terhadap anak. Dimana
perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas ,
berakhlak mulia dan sejahtera. Serta sesuai dengan prinsip dasar Konvensi Hak-

Hak Anak, meliputi:
1. Non diskriminasi, artinya bahwa dalam memberika perlakuan terhadap
anak tidak boleh membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain,

dengan alasan apapun juga.
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2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, artinya bahwa dalam semua
tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah,
masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan
yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dimana
ketiga unsur ini adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang
dilindungi oleh Negara atau pemerintah, masyarakat, keluarga, dan
orang tua.

4. Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya penghormatan atas
hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam
pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang

mempengaruhi kehidupannya.

Selain itu juga, menurut arif gosita disebutkan bahwa jika hendak
memberikan perlindungan kepada korban maka perlu diperhatikan hak-hak
korban yang berhubungan dengan suatu perkara yaitu:*3

a. Korban berhak mendapatkan kompensasi/restitusi atas penderitaannya

sesuai dengan kemampuan si pemberi kompensasi/restitusi si pembuat
korban dan taraf keterlibatan/partisipasi/peranan si korban dalam
terjadinya kejahatan, dengan likuensi dan penyimpangan tersebut.

b. Berhak menolak kompensasi/restitusi untuk kepentingan pembuat

korban (tidak mau diberi karena tidak memerlukannya)

B3 Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek
Peradilan, (Bandung: Mandar Maju, 2010), him. 19.
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Berhak mendapat kompensasi/restitusi untuk ahli warisnya apabila si
korban telah meninggal dunia karena tindakan tersebut.

Berhak mendapat pembinaan dan rehabilitasi

Berhak mendapat kembali hak miliknya

Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat
korban bila melapor dan menjadi saksi

Berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum

Berhak mendapatkan upaya hukum (recht middelen)

Berkaitan dengan hal diatas, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan

khusus serta cakupan hak-hak terhadap anak korban kejahatan seksual, yang

termuat dalam Pasal 69A, yaitu sebagai berikut:

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a.

b.
cl

d.

Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai
kesusilaan;

Rehabilitasi social;

Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
dan

Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat
pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan
pemeriksaan di setiap pengadilan.

Dan hak-hak anak korban kejahatan seksual juga terdapat dalam Pasal 71D

yang menyatakan bahwa korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak

atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan. Dimana ketentuan

mengenai restitusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada
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Saksi Dan Korban, serta di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban.

Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban
kejahatan, terkait pelayanan serta pendampingan kepada korban agar terpenuhi
hak-haknya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban
Kejahatan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi
anak korban kejahatan, yaitu:

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, meliputi layanan:**

a. Penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap

perempuan dan anak;

b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;

d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban

kekerasan; dan

e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.

Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan

Korban Kekerasan mengatur bahwa:

! pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
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Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, Pemerintah Daerah melaksanakan upaya perlindungan korban,
dalam bentuk:*

a.

b.
C.
d.

—h

Merumuskan kebijakan tentang perlindungan anak dan perempuan
dari segala bentuk tindakan dan diskriminasi;

Menyusun perencanaan program dan kegiatan;

Memberikan dukungan sarana dan prasarana;

Mengalokasikan anggaran khusus responsive gender yang mendukung
perlindungan anak dan perempuan korban kekerasan;

Membentuk dan memfasilitasi PPT;

Membentuk dan memfasilitasi FPKK; dan

Melakukan monitoring dan evaluasi.

Sebagai tindak lanjut supaya putusan Pengadilan terhadap hak-hak anak

korban kejahatan seksual dapat terpenuhi, dengan adanya pendampingan, maka

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Pasal 13 Perda diatas dijelaskan bahwa:

(1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada

korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah membentuk PPT;

(2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas, pokok,

dan fungsi memberikan perlindungan kepada anak dan perempuan
dari tindak kekerasan, yang tberdiri dari bidang-bidang.

PPT yang dimaksud tidak lain adalah Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu sebagai Lembaga

Pemerintah yang nantinya akan mendampingi korban untuk mendapatkan hak-

haknya melalui putusan Pengadilan.

> pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan
Perempuan Korban Kekerasan.



16

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode
penelitian sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research), yaitu penelitian yang secara langsung dilakukan ke Pengadilan
Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul agar mendapatkan data yang
relevan terkait dengan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan
seksual.

Penelitian ini juga dilengkapi dengan penelitian pustaka (library
research), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk
mencari data dengan membaca dan menelaah sumber tertulis yang menjadi
bahan dalam penyusunan dan pembahasan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yang bersifat deskriptif
analitik, yaitu penyusun akan memaparkan dan menjelaskan data yang
terkumpul untuk kemudian dianalisis terkait pemenuhan hak-hak anak
sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam putusan Pengadilan
Negeri Bantul.

3. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah

dengan pendekatan yuridis empiris. Yaitu menyangkut peraturan yang
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dipakai dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual
dan menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang ada di lapangan
terkait pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual
dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu
Bantul.
4. Data Penelitian
a. Data Primer
Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan
mengadakan peninjauan langsung pada Pengadilan Negeri Bantul
maupun di Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang penyusun gunakan meliputi:
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak;



2)

d)

f)
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan Saksi dan Korban;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan
Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; dan

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15
Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan

Korban Kekerasan.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

a)

Buku-buku hukum yang berhubungan dengan hak-hak anak

sebagai korban kejahatan seksual;

b) Jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan yang diteliti; dan

c)

Hasil penelitian para pakar hukum terkait permasalahan

yang diteliti.
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5. Lokasi Penelitian
Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan
yang dibahas, penyusun mengambil lokasi di Kabupaten Bantul tepatnya di
Pengadilan Negeri Bantul dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu Bantul.
6. Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini  menggunakan penelitian lapangan. Adapun
langkah-langkah dalam pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi yaitu pengamatan secara langsung terkait pemenuhan
hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dipenuhi dalam
Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan di Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Arum Dalu
Bantul.
b. Wawancara
Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi-
informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan mengajukan
pertanyaan dan meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang
terkait dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai korban kejahatan
seksual dipenuhi dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan di
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Arum Dalu Bantul.

c. Dokumentasi
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Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data
yang diperlukan, seperti dokumen-dokumen, buku, jurnal, artikel,
internet dan literatur-literatur lain yang mempunyai relevansi
dengan penelitian ini.

7. Analisis Data
Analisis data terhadap penelitian ini didasarkan pada metode

penelitian kualitatif.'®

Dengan demikian, penelitian kualitatif ialah penelitian
dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait yang selanjutnya dianalisa
dengan disesuaikan terhadap akuratnya suatu data satu dengan hasil yang lainnya.

Selanjutnya menggunakan metode induktif, yaitu metode penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang
saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka
teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas mengenai tinjauan umum pemenuhan hak anak
sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual yang terbagi atas dua sub bab
meliputi tinjauan umum mengenai hak korban yang terdiri dari pengertian, tujuan
dan prinsip dasar pemenuhan hak korban. Kemudian sub bab tinjauan umum

mengenai anak sebagai korban kejahatan seksual yang masih dibagi dalam dua

' Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi llmu Hukum,
(Bandung: Mandar Maju, 1995), him. 99.
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bagian yaitu tinjauan umum anak sebagai korban terdiri dari pengertian anak,
pengertian korban, serta jenis-jenis kejahatan. Kemudian tinjauan umum tindak
pidana kejahatan seksual terdiri dari pengertian, faktor-faktor, bentuk-bentuk,
akibat dan peraturan kejahatan seksual terhadap anak dalam KUHP maupun diluar
KUHP.

Bab Ketiga, membahas mengenai upaya perlindungan hukum dalam
tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Bantul yang
meliputi profil Pengadilan Negeri Bantul yaitu, tujuan, visi dan misi, tugas pokok,
dan wewenang. Kemudian upaya perlindungan hukum meliputi proses
persidangan, isi putusan dan setelah putusan.

Bab Keempat, akan membahas menegenai analisis pemenuhan hak anak
sebagai korban tindak pidana kejahatan seksual di Pengadilan Negeri Bantul.
Dalam bab ini akan memuat mengenai pemenuhan hak korban ketika proses
sidang dan isi putusan, serta implementasi pemenuhan hak korban oleh P2TP2A
Arum Dalu.

Bab Kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran terkait

permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya perlindungan hukum berupa pemenuhan hak korban dalam tindak
pidana kejahatan seksual terhadap anak ada yang sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, tetapi ada
yang sudah sesuai tetapi belum dilaksanakan, namun ke setiap hak tersebut tidak
dicantumkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bantul. Adapun upaya pemenuhan
hak korban terhadap anak yang sudah sesuai perundang-undangan dan
dilaksanakan, yaitu:

1. Ketika proses sidang pengadilan, berupa: pemberian perlindungan dan
pendampingan pada setiap pemeriksaan, persidangan yang dilakukan
secara tertutup dan sesuai proses persidangan khusus anak.

2. Setelah proses sidang pengadilan, berupa: edukasi tentang kesehatan
reproduksi, edukasi tentang nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial,
pendampingan psikososial, dan penyediaan rumah aman (shelter).

Sedangkan upaya yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah

edukasi tentang nilai agama dan restitusi berdasarkan putusan pengadilan. Belum
terlaksananya pemenuhan hak korban terhadap anak yang optimal oleh
Pengadilan Negeri Bantul disebabkan oleh beberapa kendala, yaitu tidak adanya
tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak dan kurangnya sosialisasi

terkait hak korban ke beberapa lembaga bantuan hukum.

82
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B. Saran
1. Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul
Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum Khusus Anak
ataupun orang tua korban agar mengajukan tuntutan restitusi
kepada pelaku yang berguna untuk pengobatan korban.
2. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

(P2TP2A) Arum Dalu Kabupaten Bantul

a. Meningkatkan  hubungan  yang  lebih  koheren  dan
berkesinambungan antara aparat penegak hukum deng P2TP2A
Arum Dalu ketika terjadi kasus kejahatan seksual yang melibatkan
anak.

b. Rutin mengadakan forum pertemuan antara polisi, kejaksaan,
rumah sakit, LSM, Dinas Sosial dan lembaga lainnya yang terkait
minimal 3 bulan sekali untuk melakukan penilaian perkembangan
hukum, pelatihan penanganan perkara anak, peninjauan hukum
perkara anak, dan lain-lain.

c. Untuk masalah pendataan kasus supaya menyiapkan data base
setaip kasus yang didampingi sehingga mempermudah pengecekan

kasus jika diperlukan sewaktu-waktu.
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